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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang 

‚Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan UU No. 06 

Tahun 2014 Tentang Desa.‛ untuk menjawab permasalahan tentang: 1) 

Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa menurut undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo. 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadappelaksanaan 

tugas dan fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo?. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang 

dilakukan yaitu, Pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan 

dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik 

deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus 

penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo, sudah melakukan upaya untuk mematuhi aturan yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Namun dalam menjalan pelaksanaan tugas 

dan fungsinya belum sesuai dengan Undang-undang tentang desa, dikarenakan 

kurangnya koordinasi secara parsitipatif. Hal itulah yang memancing keresahan 

terhadap pihak Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam konteks Hukum Islam 

yaitu Al-sult}ah al-tanfi>dhi>yah, Tugas dan Fungsi kepala desa masuk pada 

Imam/Khalifah yang meliki hak dan kewajiban sebagai kepala pemerintahan agar 

bersifat adil. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap  kepada Kepala 

Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo agar dalam 

menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi menurut undang-undang nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerja untuk 

kesejahteraan semua warga masyarakat. Harapannya supaya terjalin hubungan 

baik antara pemimpin dan warganya serta menciptakan desa yang sejahtera. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa adalah tempat dimana sebagian besar penduduk Indonesia 

bertempat tinggal. Dalam suatu wilayah yang disebut desa ada seorang 

pemimpin yaitu Kepala Desa. Sesuai dengan regulasi yang ada bahwasannya 

Kepala Desa ialah komponen terpenting dan berkedudukan tertinggi dalam 

wilayah tersebut yang memegang penuh kendali desa. 

Kesejahteraan dan keharmonisan desa dapat tercipta dari kerja sama 

yang baik antara pemerintah wilayah dengan masyarakat. Baik berupa 

gotong royong, sosialisasi, dan transparansi. Sehubungan agar terciptanya 

cita-cita masyarakat desa untuk menjadikan desa sebagai desa yang 

produktif dalam tanda kutip bukan hanya pada perihal pembangunan saja 

melainkan pada kesejahteraan masyarakat desa pula, maka sangat diperlukan 

penerapan dilapangan yang sesuai dengan regulasi baik dari hukum islam 

maupun hukum positif agar tercipta suatu desa yang produktif. Problematika 

yang ada dilapangan khususnya pada kondisi desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo mengakibatkan adanya kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan. Baik berupa teoritis maupun praktis 

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan 

hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di 

Desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan 
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stabilitas nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari 

rangkaian pembagunan nasional.Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional 

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara.1 

Pembangunan di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo perlu mendapatkan perhatian khusus terutama jalur akses 

masyarakat yang bertempat tinggal di lereng-lereng. Tidak meratanya 

pembangunan rabat jalan membuat warga Desa kesulitan dalam 

melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mana membutuhkan akses yang baik 

untuk dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Mengingat cuaca yang tidak 

menentu yang mengakibatkan keselamatan terancam. 

Tujuan pembangunan tersebut pada hakikatnya adalah untuk 

tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung 

oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan 

baik di pusat maupun di Daerah termasuk di tingkat Desa. Oleh karena itu 

pelaksanaan pembangunan desa harus dimaksimalkan oleh Kepala Desa 

beserta jajaran perangkat desa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah 

Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

                                                 
1
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 

(2). 
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berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan 

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 

Kepala desa ialah jabatan tertinggi diantara tatanan struktur desa, dan 

jabatan terendah atau paling bawah diantara struktur pemerintahan pusat. 

Peran Kepala Desa adalah peran Kepala Pemerintahan Desa dalam 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berpartisipasi aktif 

dalam menjalankan tugasnya sesuai menurut pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa Bertugas 

untuk menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3
 

Kepala Desa seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai 

dengan regulasi yang sudah ditentukan. Setelah penulis mengamati kinerja 

Kepala Desa selama 1 periode, dan hampir berahir masa periode di bulan 

september 2019 ini, penulis memiliki banyak kejanggalan atas problematika 

kepemimpinan Kepala Desa Taman. Mengacu pada Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) bahwasannya Kepala Desa bertugas 

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Kepala Desa 

diharuskan menyelenggarakan pemerintahan desa meliputi yang disebut pada 

pasal (2). Dalam acuan tersebut Kepala Desa tidak maksimal dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Pada masa kepemimpinan 

                                                 
2
Undang-Undang Nomor 6 Thun 2014,………… Pasal 1. 

3
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1). 
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sebelumnya para Kepala Desa bertugas secara profesional dan totalitas 

tinggi. Sehingga kesejahteraan Desa dan Kemakmuran masyarakat 

terealisasi dengan baik. Setelah periode Kepala Desa yang lalu berahir atas 

dasar 2 kali periode sudah menjabat maka pemilihan kepala desa dengan 

kandidat selaku Kepala Desa Taman saat Inilah yang terpilih. Dengan 

harapan dapat meniti jejak kepemimpinan Kepala Desa yang sebelumnya. 

Pada 4 tahun masa kepemimpinan Kepala Desa Taman belum dirumus atau 

dibentuk kegiatan yang menunjang produktifitas masyarakat desa. Membina 

kehidupan masyarakat desa ialah salah satu dari bentuk perwujudan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara yang kedudukannya paling 

terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan 

masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan 

pemerintahannya, Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga 

Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa 

dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekertaris Desa, Kepala-

kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.
4
 

Dalam hal melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa tidak terjun 

langsung memberikan instruksi dan pengarahan sehingga pembangunan 

dapat sesuai dengan harapan. Kurangnya sosialisasi baik Kepala Desa 

maupun perangkat Desa yang ada membuat masyarakat cenderung acuh tak 

acuh dalam hal gotong royong. Pada kejadian longsor dijalan tanjak yang 

                                                 
4
Sarman Dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: 

Pt Rineka Cipta,2011), 24. 
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merupakan akses utama warga Desa Tenggeren, belum ada klarifikasi dari 

pihak pemerintahan desa perihal pembangunan ulang gorong-gorong yang 

longsor akibat tidak maksimalnya pembangunan di tahun lalu. Hampir 3 

bulan kondisi tersebut dibiarkan dan tidak mendapat himbauan apapun. 

Warga Tenggeren yang bermata pencaharian sebagai petani kontrak persil  

harus gotong royong sendiri guna meberi betek bambu agar jembatan yang 

longsong karena gorong-gorong dapat dilalui sepeda motor. Dengan resiko 

yang tinggi warga masyarakat tetap melewati jalan tersebut karena jalan 

tersebut merupakan akses utama untuk kendaraan roda dua. Mata 

pencaharian warga yang sehari-hari mengangkut rumput sekitar 4 sampai 6 

ikat bongkah membuat betek tidak terlalu kuat untuk meyanggah beban. 

Kepala desa ialah pemimpin desa yang bertanggung jawab atas 

terlaksananya pembangunan desa. Kepala desa ialah pemegang kedudukan 

tertinggi dimana peranya ialah sebagai tombak dan tolak ukur 

pembangunan.kepala desa ialah pemegang andil tertinggi yang berhak atas 

keputusan-keputusan penting di desa, mengarahkan, menampung aspirasi 

masyarakat, mengayomi masyarakat sehingga terciptalah masyarakat dengan 

asas gotong royong yang terlaksana sehingga, terciptalah kesadaran dan 

disiplin untuk ikut serta bekerjasama dalam proses pembangunan desa 

dengan tujuan untuk terlaksanan pembangunan desa sesuai syariat islam 

maupun undang-undang.  

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus 

dapat menjalankan tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan 
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pemerintahaan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan 

kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh 

terhadap keberhasilan pembagunan desa. Dalam melaksanakan fungsi Kepala 

Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo 

belum berjalan dengan baik, keterbukaan informasi dan prakteknya di 

pemerintahan Desa Taman tidak terbuka sesuai asas keterbukaan pada pasal 

24 Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 yang dimaksudkan agar warga 

masyarakat Desa mengetahui secara keseluruhan mengenai berbagai 

informasi tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala 

Desa. Sehubungan dengan asas Profesionalitas, Kepala Desa Taman belum 

menerapkan dan menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan 

akuntabilitas yang belum baik. 

Lahirnya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian 

Desa. Untuk menciptakan Desa yang kondusif maka dibutuhkan pemerintah 

Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab. 

Dalam hal ini penulis akan mengangkat tema mengenai Kepala Desa 

dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Desa yang mengacu pada Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Hukum Islam. Hal yang 

begitu fenomenal ialah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam 

pembangunan Desa. Banyak hal mengenai problematika pembangunan Desa 

yang kurang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Undang-

undang. Pada praktiknya keinerja Kepala Desa Taman Kecamatan 
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Sumbermalang Kabupaten Situbondo kurang maksimal. Akibatnya banyak 

pembangunan Desa yang tidak sesuai rencana dan sebagian pelaksanaan 

pembangunan Desa juga kurang efektif dari segi kesesuaian dengan dana 

yang dikeluarkan. Dalam hal ini pula peran Kepala Desa sangat penting 

dalam sosialisasi untuk terwujudkan cita masyarakat akan desa yang 

sejahtera. Kepala Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo belum dan sama sekali tidak bersosialisasi dengan baik dan 

transparan. 

Penulis memilih Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo sebagai objek penelitian ialah karena perbedaan yang sangat 

signifikan dengan Desa terpencil lain yang berdekatan. Serta kondisi Desa 

terpencil yang kurang mendapatkan perhatian khusus juga menjadi faktor 

utama yang mendorong antusias penulis dalam penelitian ini. Karena 

pemberdayaan masyarakat Desa sangat penting untuk kemajuan masyarakat 

Desa tersebut. 

Kepala Desa sebagai pemimpin Desa harus dapat menjalankan tugas 

kepemimpinannya dengan baik.Berdasarkan Ijma’ ulama bahwa yang 

diangkat menjadi seorang imam iyalah orang yang memiliki kredibilitas 

tinggi dalam menjalankan tugas Ima>mah. Istilah dalam Al-Qur’an antara lain 

Seperti yang disebut dalam Firman Allah Surah An-Nisaa’ ayat 59 sebagai 

berikut:  

Artinya:  ‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
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Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

(utama bagimu) dan lebih baik akibatnya.‛(QS. An-Nisaa’/4 : 59).5 

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh 

umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah dan Ulil Amri.6 Dimana 

Ulil Amri  adalah orang yang berwenang dan memiliki kekuasaan untuk 

mengemban suatu urusan atau tugas.7 Kepala Desa ialah pemegang 

kekuasaan di Desa oleh karena itu Kepala Desa diharuskan untuk mampu 

memimpin sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab 

kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang berguna untuk 

mempermudah menjalankan tanggung jawab tugas sebagai pensejahtera 

rakyat. Etika paling pokok dalam pada setiap pemimpin ialah terletak pada 

keharusan menjaga amanah dan tanggung jawab dalam pelaksananaan 

pembangunan Desa.Peran Kepala Desa sangat penting karena sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi di Desa. Bertugas untukmengarahkan, 

menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakat serta turut 

bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. 

Tugas-tugas Imam (Khalifah) secara umum ada seepuluh yang 

diantaranya sangat sesuai dengan problematika yag ada di Desa Taman yaitu 

berusaha turun langsung kelapangan guna menangani persoalan dan 

mengamati keadaan ummat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin 

                                                 
5
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya 

Toba Putra Semarang,1971), 80. 
6
Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada,………., 106 

7
J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raiagrafindo 

Persada,1997), 66. 
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rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang 

lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu 

terjadi,sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat 

negara. Allah s.w.t berfirman:  

Artinya: ‚Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi. Maka berilah keputusan (perkara)di antara 

manusia dengan adil dan jangankan kamumengikuti hawa nafsu karena 

ia akan menyesatkan kamudari jalan Allah...‛(QS. Shad: 26)8 

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa memiliki fungsi 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu 

pelaksanaan memberi pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya ialah 

dalam bidang pembangunan.Pelayaan pembangunan diwujudkan dengan 

melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat 

menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.Ekonomi masyarakat itu 

terdiri dari membangun jalan, irigasi, pintu air, dam, lampu penerangan, 

sumur artetis, pos jaga serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti 

TK SD dan lain-lain.9 

Terlaksananya pembangunan Desa yang makmur dan maju tidak 

terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu 

pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisispasi 

masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan tersebut. Sesuai 

dengan pengamatan penulis, peran Kepala Desa belum mampu 

                                                 
8
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya 

Toba Putra Semarang,1971), Qs. Shad ayat 26. 
9
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga. 

2011), 105-106. 
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menggerakkan partisipasi Masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi 

dan interaksi kepada keseluruhan masyarakat. Hal tersebut juga 

dikarenakan kurangnya peran Kepala Desa dan perangkat Desa untuk 

berkomunikasi kepada masyarakat desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Rabat jalan yang tidak kunjung di 

uruk dan direalisasikan pembangunannya, serta lamban tidak meratanya 

pembangunan rabat jalan untuk akses masyarakat desa yang berada di 

lereng-lereng. Tidak adanya program sosialisasi untuk kemajuan 

pembangunan desa. Agar hal tersebut tidak berlarut-larut dan 

menyebabkan terhambatnya pembangunan desa maka dibutuhkan peran 

aktif Kepala Desa agar dapat terciptanya suatu pemerintahan yang 

Optimal dan Sinergis dalam hal inovasi, sosialisasi dan kontribusi. Dalam 

rangka memajukan pembangunan dan melestarikan kearifan, serta 

mensejahterakan masyarakat desa. 

Partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa sangat 

dibutuhkan untuk terselenggaranya pembangunan desa yang optimal sesuai 

peraturan Undang-Undang Desa. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan di 

hadapan Allah SWT kelak. Dengan demikian melihat adanya permasalahan-

permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 

Tamanyang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul: 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Permasalahan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman 

Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo sudah di atur didalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Guna sebagai 

penyelenggara dalam pembangunan dan kemajuan desa namun pada 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Ada beberapa 

keluhan masyarakat yang tidak mencerminkan beberapa pasal-pasal 

yang terkandung jelas dalam Undang-Undang Tentang Desa tersebut. 

2. Pandangan masyarakat terhadap Kepala Desa sebagai penyelenggara 

pembangunan desa dalam penyampaian informasi maupun pelaksanaan 

pembangunan desa. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam rangka ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.  

4. Kedudukan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa dan lembaga 

legislatif tingkat desa dengan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

5. Kedudukan Kepala Desa sebagai Imam yang bertindak sebagai 

pemimpin ummat. 
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Agar penelitian ini dapat difokuskan, mendalam dan sempurna maka 

penulis memandang permasalahan penelitian yang akan diangkat perlu 

dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi untuk membahas 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala 

Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

2. Tinjaun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Fungsi Kepala 

Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi dang batasan 

masalah di atas maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam 

penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi di 

Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tugas dan 

fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya ialah untuk 

mendapatkan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti denga 

penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

atau sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi 

penelitian secara mutlak. Diharapkan setidaknya ada beberapa karya tulis 

yang berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaraya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pertama, penelitian lisa oktavia, tinjauan fiqh siya>sah dan undang-

undang Desa terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa V ulu Kecamatan karya penggawa Kabupaten 

pesisir barat. Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat Desa V 

ulu Kecamatan Karya penggawa Kabupaten pesisir barat yang enggan 

ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembanguan Desa. Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Desa juncto Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pada pasal 23 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa, antara lain 

membahas: Pertama, membahas pengelolaan wilayah tingkat Desa. 

Kedua, membahas tugas dan wewenang Kepala Desa dalam 

malaksanakan Pembangunan. Ketiga, pendapat masyarakat tentang 

Kepala Desa atau ketua pekon yang beragam. Dalam skripsi ini penulis 

hanya memaparkan tidak ikut sertanya masyarakat dalam berpartisipasi 

dikarenakan kurang maksimalnya pembangunan Desa terutama beton 
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rabat karena tidak ada interaksi yang baik antara Kepala pekon beserta 

Kepala Desa dengan masyarakat setempat.
10

 

2. Kedua Skripsi Nabila Puspita, tinjauan fiqh siya>sah tentang fungsi 

Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam 

skripsi ini penulis ini mengangkat problematika fungsi Kepala Desa 

yang sejajar dengan BPD.
11 Sementara dalam skripsi ini penulis akan 

memfokuskan terhadap analitik problematika fungsi Kepala Desa dalam 

pelaksanaan pembangunan agar terciptanya desa yang makmur di daerah 

terpencil. Sehingga tidak pernah dibahas secara spesifik pada penelitian 

terdahulu. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tugas 

dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman 

Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

                                                 
10

Lisa Oktavia, ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan Di Desa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat‛. (Skripsi 

UIN Raden Intan, Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 

Lampung,2018). Diakses Tanggal 24 Januari 2019 
11

Nabila Puspita, ‚Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Desa‛. (Skripsi UIN Raden Intan, Program Studi Siyasah Syar’iyyah, 

Fakultas Syariah Dan Hukum, Lampung, 2018). Diakses Tanggal 27 Februari 2019 
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F. Kegunaan Penelitian 

Dari segi penulisan penelitian ini diharapkan berguna dalam segi 

akademis atau teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Dari segi akademis atau teoritis diharapkan berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, 

menyempurnakan dan memperkaya khasanah pengetahuan tentang 

Hukum Tata Negara (Siya>sah), khususnya yang terkait dengan 

Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

2. Dari segi praktis, diharapkan berguna sehingga dapat dijadikan pedoman 

dan memberikan edukasi kepada para Legislatif tingkat desa untuk 

meningkatkan kinerja sesuai Undang-Undang dan Syariat Islam agar 

terciptanya suatu kepemimpinan yang menghasilkan desa makmur dan 

produktif. 

 

G. Definisi Operasioal 

Defnisi operasional memuat masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas yang mengandung 

penjelasan atau spesifikasi mengenai variabel yang telah diidentifikasi, 

pengukuran variabel, dan skala atau ukuran yang digunakan.12 Proposal 

dengan judul ‚Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman 

                                                 
12

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan 
Skripsi(Surabaya:Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014), 9.  
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Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.‛ Untuk mempermudah 

pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata 

yang perlu dijelaskan pengertian beberapa variabel yang dipandang perlu 

diberi penjelasan: 

1. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 

masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.13 Fungsi Kepala 

Desa ialah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, sosial ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga.
14 Kepala Desa ialah jabatan 

tertinggi diantara tatanan struktur desa, dan jabatan teredah atau paling 

bawah diantara struktur pemerintahan pusat. Peran Kepala Desa adalah 

peran Kepala Pemerintahan Desa dalam memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang berpartisipasi aktif dalam menjalankan 

tugasnya sesuai menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas untuk 

menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
15

 

                                                 
13

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 (1). 
14

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa, 

(Www.Berdesa.Com/Tugas-Dan-Fungsi-Kepala-Desa-Ini-Dia/) Di Upload Tgl 29 Desember 

2017, Diakses 15 Maret 2019 
15

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1). 

http://www.berdesa.com/tugas-dan-fungsi-kepala-desa-ini-dia/
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2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo ialah salah satu kunci utama 

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu desa membangun. 

Dalam hal desa membangun ini ialah desa memiliki kewenangan untuk 

mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bekerja sama dengan 

masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. 

Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan 

melainkan subjek pembangunan, oleh desa, dari desa, untuk desa.16 

 

H. Metode Penelitian 

1. Data Yang Dikumpulkan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat karakteristik dan 

objek penelitian sebagai ciri khas di Desa yang terjadi dilapangan. 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Analisis data yang 

dikumpulkan ialah analisis data model interaktif. Dengan berdasarkan 

data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena yang ada.17 

                                                 
16

Aliesha Rahayu, (Https://Indonesiana.Tempo.Co/Read/110807/2017/04/25/Pembangunan-Desa-

Menurut-UU-No-6-Tahun-2015) Diakses Tanggal 17 Maret 2019 
17

Danel, Studi Tentang Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa 

Bebakung Kecamatan Batapayu Kabupaten Tana Tidung , (E-Journal Ilmu Pemerintahan),Vol 4, 

2016. 

https://indonesiana.tempo.co/read/110807/2017/04/25/Pembangunan-Desa-Menurut-UU-No-6-Tahun-2015
https://indonesiana.tempo.co/read/110807/2017/04/25/Pembangunan-Desa-Menurut-UU-No-6-Tahun-2015


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

 

 

Adapun data yang dikumpulkan dan dihimpun ialah meliputi: 

a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo. 

b. Data hukum positif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa 

Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat 

penulis, maka dalam hal penelitian dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Data Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya.18 

b. Data sekunder  

Data sekunder pada penelitian ini ialah data yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang telah ada. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dari sumber 

pustaka (Library Research). Studi kepustakaan dilakukan dengan 

maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian 

yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan 

                                                 
18

 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta:Ghalia 

Indonesia, 2002) hlm 82 
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menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-

undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan 

dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data sekunder ialah  

pendukung sumber data primer yang baik berupa Al-Qur’an, 

pendapat ulama, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan, 

arsip-arsip dan dokumen-dokumen, serta karya ilmiah yang 

berhubungan dengan objek penulisan yang akan dibahas ini. 

Contohnya: 

1) Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011) 

2) Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2009). 

3) Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Addilatuhu, (Jakarta: Gema 

Insani, 2007). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Bertolak dari bahan buku yang dikumpulkan, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

a. Wawancara 

Wawancara ialah kegiatan tatap muka ketika seseorang atau 

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seorang responden.19 Dalam hal ini metode 

                                                 
19

Amiruddin, Penngantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2004),82. 
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wawancara bertujuan untuk mengggali data dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada informan untuk responden. 

Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara 

spontan atau dengan menggunakan pedoman wawancara kemudian 

peneliti mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan.20 

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai ialah Kepala Desa, BPD, 

Masyarakat Desa. 

b. Obsevasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa 

atau untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Observasi 

dilakukan di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

pencatatan sumber-sumber informasi khusus atau tulisan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa di Desa 

Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang 

digunakan dalam suatu penelitian lapangan. Cara ini digunakan guna 

                                                 
20

Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif,(Jakarta: Selemba Humanika, 2010). 118. 
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memperoleh data dari sumber baik dari buku-buku maupun yang lain 

yang dengan berhubungan dengan penelitian karya tulis ilmiah.21 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian selanjutnya ialah proses aanalisis 

data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah teknik 

analisis deskriptif yang memberikan rancangan terhadap masalah yang 

akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat 

ditarik suatu masalah yang akan dipahami secara jelas.22 

Pola pikir yang digunakan dalam analisa penelitian ini ialah pola 

pikir induktif yaitu dengan bersumber pada data yang diperoleh dengan 

metode yang digunakan dalam berfikir dari hal-hal yang bertolak dari 

hal-hal khusus ke umum sehingga dapat ditemukan jawaban dari 

masalah masalah yang akan diteliti. 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur yang jelas dan 

terfokus pada pokok permasalahan yang disusun menjadi 5 bab. 

Bab pertama yaitu berisi tentang pendahuluan yang berisi tentang uraian 

latar belakang masalahi, idetifikasi, batasan masalah, tujuan peelitian, 

kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika 

pembahasan. 

Bab kedua yaitu teori konsep Al-sult}ah al-tanfi>dhi>yah dari hukum islam. 

                                                 
21

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 107. 
22

Ibid 
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Bab ketiga, menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa 

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

Bab keempat, ialah berisi tentang analisis tentang Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan saran dan penutup yang meliputi 

pembahasan pada penulis. 
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BAB II 

TEORI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM 

 

A. Siya>sah Dustu>ri>yah 

Secara bahasa siya>sah dustu>ri>yah terdiri dari dua kata, al-siya>sah dan 

al-dustu>ri>yah. Makna al-siya>sah telah dijelaskan pada pembahasan 

sebelumnya, sedangkan al-dustu>ri>yah secara etimologis berasal dari bahasa 

Persia yang bermakna sebuah catatan yang berisi nama-nama tentara, 

catatan yang berisi undang-undang penguasa. Kata ini kemudian diadobsi 

kedalam bahasa Arab yang menunjukkan pengertian undang-undang.23 

Sedangkan secara terminologis, siya>sah dustu>ri>yah adalah kumpulan hukum-

hukum yang mengatur tentang bentuk dan konstitusi negara, kekuasaannya, 

cara pemindahan kekuasaan, dan mengatur hubungan antara warga negara 

dengan lembaga-lembaga negara dalam batas administrasi suatu negara.24 

Hubungan ini juga menyangkut hubungan antara pemimpin di satu pihak dan 

rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam suatu negara. 

Ruang lingkup pembahasan dalam siya>sah dustu>ri>yah dibatasi hanya 

dalam wilayah pembahasan mengenai penyesuaian prinsip-prinsip agama 

dalam aturan perundang-undangan yang menekankan pada aspek mas{lahah 

al-mursalah serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara.25 

Untuk dapat menerapkan prinsip tersebut, fiqh dustu>ri>yah mendasarkan 

                                                 
23

 Taufiq bin Abd al-‘Azi>z al-Sadi>ri>, al-Isla>m wa al-Dustu>r (Riyad: Wikalah al-Matbu>’ah wa al-

Bahth al-Ilmi>, 1425 H.), 33. 
24

 Ibid. 
25

 Djazuli, Fiqh Siyasah…, 47. 
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argumentasinya pada dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kully yang diambil 

dari al-Qur’an, hadis, dan maqa>sid al-shariah serta semangat Islam di dalam 

mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para 

ulama.26 

Termasuk dalam pembahasan siya>sah dustu>ri>yah adalah mengenai 

kekuasaan. Kekuasaan (sult}ah) negara dalam Islam, menurut Abd al-Wahab 

Khala>f dibagi menjadi tiga. Pertama, sult}ah tashri>’i>yah (kekuasaan legislatif) 

yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang 

yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan 

zaman.27
 Jika dalam negara Islam, maka sult}hah tashri>’i>yah berada di 

tangang para mujtahid dan ulama yang memiliki otoriras memberikan fatwa. 

Mereka memiliki fungsi tidak lebih dari dua hal, hal yang berhubungan 

dengan nas}s} (al-Qur’an dan Hadis) dan hal yang berhubungan dengan selain 

nas}s}. Jika perkara tersebut berhubungan dengan nas}s}, maka para mujtahid 

bertugas untuk memberikan pemahaman tentang nas}s} tersebut dan 

menjelaskan kandungan hukumnya. Dan jika perkara tersebut bukan 

berkenaan dengan nas}s}, maka tugas dari sult}ah tashri’iyah melakukan qiya>s 

terhadap nas}s} dan menarik kandungan hukumnya dengan ijtiha>d. 

Kedua, sult}ah qad}a>’i>yah (kekuasaan yudikatif) yakni lembaga yang 

menjalankan kekuasaan dalam wilayah kehakiman. Dalam struktur negara 

                                                 
26

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), 48. 
27

Khala>f, al-Siya>sah al-Shar>’ah…, 41. 
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modern, kekuasaan ini tidak dijalankan oleh para mujtahid tetapi di jalankan 

dalam struktur lembaga kehakiman. Dalam struktur negara Islam, kekuasaan 

kehakiman dijalankan oleh sult}ah tashri>’i>yah. Dalam struktur negara Islam, 

jika terdapat satu putusan maka yang mengambil alih adalah Qa>di, akan 

tetapi jika tidak maka yang memberikan keputusan tentang satu perkara 

adalah fuqaha>’ dan mufti (pemberi fatwa).28 

Ketiga, sult}ah tanfi>dhi>yah (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang 

menjalankan perundang-undangan.29 Pelaksana kekuasaan ini salah satunya 

adalah pemimpin.Kepemimpinan menurut al-Mawardi dibentuk untuk tujuan 

menjaga agama dan mengatur persoalan negara. Karena itu, menurut al-

Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang fard}u 

kifa>yah secara syara’ dan tidak hanya secara rasional.30 

Berbeda dengan Abd al-Waha>b Khala>f, Abd al-Qa>dir Awdah 

membagi kekuasaan dalam negara menjadi lima. Pertama, al-sult}ah al-

tanfid}hi>yah yakni lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang 

yang didalamnya terdiri dari pemimpin negara. Kedua, al-sult}ah al-

tashri>’i>yah yakni lembaga yang mengatur dan membuat perundang-

undangan. Ketiga, al-sult}ah al-qad}a>’i>yah yakni lembaga yang bertugas 

mengakkan keadilan di masyarakat dan memutuskan perselisihan dan 

pertentangan yang muncul. Keempat, al-sult}ah al-ma>liyah yakni lembaga 

yang menangani keuangan termasuk di dalamnya permasalahan zakat dan 

                                                 
28

Ibid., 47. 
29

Ibid., 51. 
30

 Ali bin Muhammad al-Bas}ri al-Mawardi, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyah (Mesir: Must}afa> al-Babi> al-

Halabi>. t.th), 3. 
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distribuasinya. Kelima, sult}ah al-mura>qabah wa al-taqwi>m yakni lembaga 

yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakkan hukum.31 

a. Siya>sah Dawliyah 

Siya>sah dawliyah adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu 

negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain, baik dalam bidang 

politik, ekonomi maupun pemerintahan.32 Dalam pelaksanaannya, 

siya>sah dawliyah dibatasi oleh satu asas damai yang terlah disepakati 

bersama.Asas damai ini mengklaim bahwa perang hanya diperbolehkan 

jika ada sebab, yakni adanya kedholiman, menghilangkan fitnah dan 

mempertahankan diri dari serangan. Oleh sebab itu, perang hanya boleh 

dilakukan dalam keadaan darurat. 

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menaati kesepakatan 

yang telah dibuat. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam sebuah 

perjanjian antar negara selama dalam batas tidak melanggar aturan-

aturan agama, maka pembuat kesepakatan tersebut wajib untuk 

menaatinya.33 

Selain itu, dalam siya>sah dawliyah mengatur mikanisme 

persengketaan antar negara. Dalam kondisi konflik, perang hanya boleh 

dilakukan jika tidak ada jalan menuju perdamaian. Perang tidak 

diperbolehkan jika tujuannya untuk memperluas wilayah, kekuasaan dan 

                                                 
31

 Abd al-Qa>dir Awdah, al-Isla>m wa Awd}a>’una> al-Siya>sah (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1981), 

170-179. 
32

Khala>f, al-Siya>sah al-Shar>’ah…, 61. 
33

 Djazuli, Fiqh Siyasah…, 137-139. 
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keinginan untuk menduduki atau menguasai negara lain.34 Perang dalam 

siya>sah dawliyah diatur dalam mikanisme yang tidak bertentangan 

dengan aturan agama, diantaranya:35 

1) Adanya pengumuman perang yang memungkinkan sampainya berita 

tersebut kepada musuh; 

2) Adanya etika dan aturan dalam peperangan seperti dilarang 

membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita-wanita yang 

tidak ikut berperang, dilarang memperkosa; 

3) Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila orang-orang tua 

tersebut tidak ikut berperang; 

4) Tidak merusak pohon, sawah dan lading; 

5) Tidak merusak binatang ternak; 

6) Tidak menghancurkan rumah peribadatan; 

7) Dilarang mencincang mayat musuh; 

8) Dilarang membunuh pemuka agama; 

9) Tidak melampaui batas 

b. Siya>sah Ma>liyah 

Siya>sah ma>liyah mencakup pengaturan hubungan dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan harta benda, konsep tentang 

sumber-sumber pemasukan, dan kaidah-kaidah tentang pembelanjaan 

                                                 
34

 Ali Mans}u>r, al-Shari’ah al-Islamiyah wa al-Qanu>n al-Duwali al-‘Am (Kairo: Majlis al-A’la al-

Shu’u>n al-Islamiyah, 1971), 371. 
35

 Djazuli, Fiqh Siyasah…, 149-150. 
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keuangan negara agar tercipta kemaslahatan masyarakat.36 Pertimbangan 

yang menjadi pokok pembahasan dalam siyasah ma>liyah adalah 

penggunaan harta negara demi tujuan kemaslahatan umum. Negara 

memiliki kekuasaan untuk mengatur sumber pemasukan dan 

pendistribusian kekayaannya. 

Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa sumber kekakayaan suatu 

negara dapat dihasilkan melalui pemasukan dari zakat, ghanimah dan 

fai’. Fai’ dalam pandangan Ibn Taymiyah adalah kekayaan yang 

bersumber selain dari zakat dan ghanimah. Sedangkan 

pendistribusiannya harus mempertimbangkan unsur skala prioritas 

menurut tingkat kemaslahatan yang paling tinggi bagi rakyat, yang 

alokasinya diberikan dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan dan 

lainnya.
37

 

Berbeda dengan Ibn Taymiyah, al-Mawardi membahas mengenai 

siya>sah ma>liyah dengan mendetail. Menurut al-Mawardi, sumber 

pemasukan kekayaan negara bisa sangat beragam, baik yang bersifat 

normatif seperti zakat, ghanimah dan fai’, maupun yang bersifat ijtihadi, 

seperti jiziyah, kharaj, ushr dan lainnya.
38

 Dalam hal oprasionalnya, al-

Mawardi berpendapat bahwa seluruh kegiatan pemasukan dan 

pembelanjaan keuangan negara dilakukan dengan sistem 

pengadministrasian (diwa>n) yang ketat dalam hubungannya dengan 

                                                 
36

Khala>f, al-Siya>sah al-Shar>’ah…, 101. 
37

 Ibn Taymiyah, al-Siya>sah al-Shar’iyah fi Is}la>h al-Ra’I wa al-Raiyyah (Beirut: Da>r al-Kutub al-

Ilmiyah, 1988), 256. 
38

 al-Mawardi, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyah, 248-300. 
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kedudukan bait al-ma>l. menurutnya, administrasi negara terdiri dari 

empat bagian yang mengurusi data diri perangkat pemerintahan dan 

besaran gajinya, bagian pencatatan wilayah-wilayah yang berada dalam 

kekuasaan negara Islam, bagian pencatatan pegawai negara dan bagian 

pencatatan bait al-ma>l.39
 

Pengaturan harta dalam siya>sah ma>liyah mengacu pada prinsip-

prinsip yang digali dalam al-Qur’an dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah:
40

 

1) Prinsip tauhid dan isti’mar, yakni pandangan bahwa hanya Allah yang 

menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia; 

2) Prinsip distribusi rizki, yakni pandangan bahwa harta kekayaan adalah 

rizki Allah; 

3) Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yakni pandangan bahwa 

harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah. 

B. Pengertian Imam (Khalifah) 

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali 

pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis 

politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah 

khalifahmerupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan 

undang- undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam 

                                                 
39

Ibid., 389. 
40

 A. Djazuli, Lembaga-lembaga Perekonomian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 287-

288. 
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bingkai Islam.
41

Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan 

juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian 

mengatur kehidupan  dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan 

dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan 

ketaatankepadanya. 

Menurut Al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk 

menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan 

musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, 

memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji  

dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. 

Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus 

sesuai dengan syariat. 

Al-Baghdadi sebagai telah disebut di muka berpendapat pemerintahan 

bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan 

hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan 

mengurus lembaga perkawinan.Pemerintahan itu, kata Rabi’, melalui 

penguasanya bertugas untuk memelihara dan melaksanakan peraturan-

peraturan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-

Nya.Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalampandangan Al-Ghazali 

adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan 

syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat,menjamin ketertiban urusan dunia 

dan urusan agama. 

                                                 
41

 Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, 273 
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Pemerintahan (imamah-khalifah) adalah kepemimpinan umum bagi 

umat Islam dalam urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi 

Nabi Saw. Sekarang kita ikut pendapat para juris sunni mengenai fungsi 

keberadaan lembaga pemerintahan dan dasar otoritas mendirikannya. 

Kebutuhan kepada pembentukan imamah, kata Al-Baghdadi, secara umum 

telah menjadi teori sunni. Jumhur ulama mutakallimin (kaum teologi) dan 

fuqa>ha (para pakar hukum Islam) sepakat bahwa adanya imamah itu wajib. 

Sebagaimana Al-Baqillani, Ibn Abi Rabi juga tidak mengemukakan 

pendapatnya tentang keberadaan imamah itu berfungsi sebagai pengganti 

kenabian, dan tidak pula menyebutkan alasan pembentukannya wajib karena 

wahyu atau karena pertimbangan akal. Tapi dalam uraian terdahulu 

tergambar, pemerintahan baginya penting dan harus ditaati oleh umat. 

Karena Allah mengangkat bagi mereka seorang pemimpin untuk 

melaksanakan peraturan-peraturan yang diletakkan oleh Allah danRasul-

Nya. 

Yang dimaksud dengan imamah (pemerintahan atau kepemimpinan), 

menurut Al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (al-rais), atau raja 

(al-mulk), atau penguasa (al-sult}an), atau kepala Negara(qaid al-daulat), 

dan kepadanya ia berikan label agama.  

Tampak pada kitabnya, Al-Ahka>mal-Sult}a>>niyah.‚Sesungguhnya 

Allah menjadikan bagi umat seorang pemimpin untuk menggantikan fungsi 

Nabi (al-nubuwwat, kenabian) untuk melindungi agama, dan dia 

mempercayakan kepadanya memegang kekuasaan politik untuk mengelola 
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urusan agama yang disyariatkan dan mengatur terwujudnya kemaslahatan 

umum.
42

 

 

 
 

C. Hak dan KewajibanImam 

 

Menurut al-Mawardi, pengangkatan khalifah hukumnya  wajib 

berdasarkan Syari’at, dan bukan berdasarkan akal. Sebab khalifah bertugas 

mengurusi urusan-urusan agama, namun bisa jadi akal tidak 

mengkategorikan kepemimpinan (imamah) sebagai ibadah, kemudian tidak 

mewajibkan kepemimpinan (imamah) tersebut. Akal hanya menghendaki 

agar setiap orang dapat melindungi dirinya dari segala bentuk ketidak 

adilan, da bukan pemutusan hubungan, serta ber-tindak dengan adil dalam 

pelayanan dan komunikasi. Namun syari’at menghendaki bahwa segala 

persoalan  menyangkut kepemimpinan (imamah) harus diserahkan kepada  

aturan  Allah  swt. Karena  kepala  negara  (khalifah)  disiapkan  sebagai  

pengganti  Nabi  untuk menjaga agama dan mengaturdunia.
43

 

Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai ‚Pengganti Rasul‛, 

memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. 

Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi:
44

 

a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang 

                                                 
42

J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, 244. 
43

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum PenyelenggaraanNegara 
Dalam Syariat Islam, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006),2. 
44

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum 
PenyelenggaraanNegara Dalam Syariat Islam, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 
2006),24. 
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establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid’ah, atau 

orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan 

hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan 

menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, 

agaragama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat 

terlindungi dari usahapenyesatan. 

b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan 

menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisih,  agar 

keadilan  menyebar  secara merata, kemudian orang kuat tidak  

sewenang-wenang, dan orang  yang teraniaya (lemah) tidak 

merasalemah. 

c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia 

dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat manapun dengan aman 

dari gangguan terhadap jiwa danharta. 

d. Menegakkan supremasi hukum (hudu>d) untuk melindungi larangan- 

larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan  

tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran 

dan perusakan terhadapnya. 

e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan 

kekuatan yang tangguh. 

f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia 

dakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum 

Muslimin (ahl dzimmah), agar hak Allah terralisir yaitu kemenangan-
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Nya atas seluruh agama. 

g. Mengambil fai’ (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa 

pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan 

syari’atsecara tekstual atau jihad tanpa rasa takut danpaksa. 

h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul ma>l  (kas 

negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada 

waktunya, tidak mempercepat atau menundapengeluarannya. 

i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan 

orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-  

tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli,  dan keuangan 

dipegang  oleh orang-orang yangjujur. 

j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan 

menginspeksikeadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat  dan  

melindungi  agama.  Tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada 

orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas 

tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada 

umat, dan menipupenasihat. 

Menurut al-Mawardi, apabila kepala negara atau khalifah telah 

menunaikan hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka 

secara otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Maka dengan sendirinya 

pula ia (kepala negara) mempunyai hak atasummat.
45

 

                                                 
45
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Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala  

negara untuk mengurus  diri,  agama,  dan  keduniaan  mereka  serta 

melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah  SWT  dan  umat,  maka 

seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat 

melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. 

Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada kepala negara dalam hal-hal yang 

baik, mencukupi diri dan keluarganya  dengan  tidak  berlebihan atau 

kekurangan. Hak-hak ini menurut  akal suatu keharusan dan oleh agama 

lebih dipertegaslagi. 

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang 

menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata  lain,  perintah 

negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus  ditaati  

dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kecuali tentunya  jika  akan  

menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan 

oleh Al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan 

hak-hak umat (yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara). 

Maka, dengan sendirinya seorang kepala negara mempunyai dua hak atas 

umat.Ibnu  Taymiyah  memberikan  gambaran  tugas dan fungsi seorang 

Imam dengan mendasarkan pada al-Qur’an suratAn-Nisa ayat 58 yakni 

sebagai berikut: 

Artinya: ‚Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanatkepada yang berhak menerimanaya dan menyuruh kamu 

apabilamenetapkan hukum diantara manusia supaaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
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yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengarlagi Maha Melihat.
46

 

 

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

Pasal 26
47

 

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berwenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahandesa; 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. Menetapkan Peraturan Desa; 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  

f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 

                                                 
46

  
47
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j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.48 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berhak: 

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja PemerintahDesa; 

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 

perangkat Desa.49 

 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa berkewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

                                                 
48
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mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasidan berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,serta bebas dari kolusi, 

korupsi,dan nepotisme; 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; 

i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;  

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 

hidup; dan 

o. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
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Pasal 27.
50

 

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: 

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir 

tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; 

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir 

masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 

c. .memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun 

anggaran; dan 

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun 

anggaran. 

Pasal 28 

1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa 

teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 

2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 

dilanjutkan dengan pemberhentian. 
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Pasal 29 51 

Kepala Desa dilarang: 

a. Merugikan kepentingan umum; 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 

pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;  

d. Melakukan tindakan diskriminatifterhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; 

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; 

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, 

barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan 

atau tindakan yang akan dilakukannya; 

g. Menjadi penguruspartai politik;  

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan 

permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyatrepublik 

indonesia, dewan perwakilan daerahrepublik indonesia, dewan perwakilan 

rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah 

kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundangan-undangan; 

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanyepemilihan umumdan/atau 

pemilihan kepala daerah; 
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k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danl.meninggalkan tugas selama 30(tiga 

puluh) harikerja berturut-turut tanpa alasan yang jelasdan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 30 52 

1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau 

teguran tertulis. 

2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat 

dilanjutkan dengan pemberhentian. 
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BAB III 

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI DESA TAMAN 

KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo 

merupakan salah satu desa terpencil di dataran tinggi kota Situbondo. Desa 

ini merupakan desa yang terletak pada belahan bukit bagian timur dalam 

Kecamatan Sumbermalang. 

1. Letak Geografis 

Secara Geografis  desa Taman terletak di dataran tinggi dengan 

topografi bergelombang dengan lerengan 20-60, dan suhu rata-rata 

mencapai 15-28 derajat C dengan tinggi tempat dari permukaan  laut  

mencapai 700 mdl. Dilihat dari luas wilayahnya Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo adalah 150,08 Ha. Batas-batas 

wilayahnya ialah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara:  Desa Gebang Semambung Kecamatan Jatibanteng 

Kabupaten Situbondo 

b. Sebelah selatan: Desa Alastengah Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo 

c. Sebelah Timur:  Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo 

d. Sebelah Barat: Desa Semambung Kecamatan Jatibanteng 

Kabupaten Situbondo. 
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Dengan berdasar pada pembagian wilayah teritorial tersebut, desa 

Taman juga mempunyai jarak atau orbitasi dari pusat pemerintahan 

meliputi: 

a. Jarak ke ibukota  kecamatan: 18km 

b. Jarak ke ibukota kabupaten/kota: 50km 

c. Jarak ke ibukota provinsi: 168 km 

2. Pembagian Wilayah 

Desa taman dipimpin oleh seorang Kepala Desa asli pribumi yang 

merupakan warga asli desa Taman. Desa Taman terdiri dari 3 Dusun:  

a. Dusun Andung berada di RW 2 RT 8 dengan jumlah KK 363, 928 

Jiwa, 445 penduduk laki-laki dan 483 Penduduk Perempuan 

b. Dusun Krajan berada di RW 2 RT 7 dengan jumlah 425 KK, 1083 

Jiwa, 558 Penduduk laki-laki dan 525 Penduduk Perempuan 

c. Dusun Taman berada di RW 2 RT 5 dengan jumlah 257 KK, 611 

Jiwa, 292 Penduduk laki-laki dan 319 Penduduk Perempuan. 

3. Presentase Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk desa di diami oleh sejumlah kecil penduduk 

dengan kepadatan rendah kurang dari 2500 orang.53 Desa TAMAN 

memiliki jumlah penduduk 2.314 pada tahun 2019 dengan jumlah 

kepala keluarga 921 KK. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin 

laki-laki 1.115 orang dan perempuan 1.119 orang. 
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4. Potensi Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang 

sangat berpengaruh terhadap pembangunan baik pembangunan fisik 

maupun nonfisik sebagai objek dan subjek pembangunan.  

Tabel 1. Berdasarkan usia 

 
Usia Laki-Laki Perempuan 

0-12 bulan 89 orang 103 orang 

1 tahun 46 orang 68 orang 

2  56 orang 54 orang 

3 56 orang 45 orang 

4 39 orang 28 orang 

5 53 orang 40 orang 

6 51 orang 42 orang 

7 52 orang 44 orang 

8 40 orang 48 orang 

9 32 orang 37 orang 

10 51 orang 44 orang 

11 32 orang 67 orang 

12 30 orang 53 orang 

13 65 orang 26 orang 

39 44 orang 34 orang 

40 37 orang 22 orang 

41 56 orang 22 orang 

42 24 orang 10 orang 

43 29 orang 11 orang 

44 30 orang 25 orang 

45 30 orang 20 orang 

46 33 orang 29 orang 

47 40 orang 31 orang 

48 42 orang 25 orang 

49 31 orang 16 orang 

50 12 orang 21 orang 

51 16 orang 42 orang 

52 23 orang 24 orang 
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Potensi sumber daya manusia di desa Taman tahun lalu jumlah 

laki-laki 1.115 orang dan perempuan 1.1119 orang dengan total 

keseluruhan yaitu 2.314 orang. Dengan perkembangannya, sumber 

daya manusia di desa Taman untuk mengembangkan potensi 

masyarakatnya dalam meningkatkan ekonomi juga ditunjang dengan 

pendidikan sebagai berikut. 

 

Tabel 3 Pendidikan 
 

Tingkat pendidikan Laki-laki Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum 
masuk TK 

0 orang 0 orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang 

TK/playgroup 

38 orang 42 orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak 
pernah sekolah 

0 orang 0 orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang 
Sekolah 

205 orang 182 orang 

Usia18-56tahunpernahSD 

tetapi tidaktamat 

3 orang 2 orang 

Tamat SD 0 orang 0 orang 

Usia 12-56 tahun tidak tamat 
SLTP 

8 orang 5 orang 

Usia 18-56 tahun tidak tamat 
SLTA 

0 orang 0 orang 

Tamat SMP 20 orang 22 orang 

Tamat SMA 222 orang 330 orang 

Tamat D1 23 orang 21 orang 

Tamat D2 21 orang 17 orang 

Tamat D3 23 orang 18 orang 

Tamat S1 44 orang 59 orang 

Tamat S2 8 orang 5 orang 

Tamat S3 0 orang 0 orang 

Tamat SLB A 0 orang 0 orang 

Tamat SLB B 0 orang 0 orang 

Tamat SLB C 0 orang 0 orang 

Jumlah total 1087orang  

Sumber: Potensi desa dan kelurahan tanjungsari 
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Dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa Taman pada 

umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam. 

Adapun jumlah mata pencaharian anggota keluarga sebagai berikut: 

a. Pegawai negeri sipil : 4 orang 

b. Montir  : 2orang   

c. Petani : 1510 orang 

d. Karyawan pemerintah : 15 orang 

e. Jasa penyewaan peralatan pesta : 2 orang 

f. Pemuka agama : 8 orang 

g. Anggota kabinet kementrian : 0 orang 

h. Akuntan : 0 orang 

 

Masyarakat desa Taman pada dasarnya adalah suku Madura 

dan keseluruhan beragama islam. 

5. Sarana danPrasarana 

Desa Taman memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari  3 

buah gedung playgroup, 3 buah gedung TK, 1 gedung MI,dan 2 

gedung SD. Selain sarana pendidikan juga terdapat tempat beribadah 

yang terdiri dari 4 masjid dan 12 musholla. Kemudian untuk 

menunjang perekonomian masyarakat juga terdapat dari 3 selepan 

penggiling gabah dan 1 sarana kesehatan 

Kemudian jika dilihat kondisi sosial budaya masyarakatnya, 

desa Taman dari sisi pekerjaan dan agama serta status sosial 
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terjadilah harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi agama 

setiap dusun juga terdapat rutinitas perkumpulan pengajian dari laki-

laki, perempuan dan anak-anak hampir di tiap RT juga sudah 

diadakan pengajian misalnya tahlilan, yasinan, burda dan jamiyah. 

Dari sisi pekerjaan masyarakat desa Taman rata-rata menjadi buruh 

tani dan ada juga yang sebagai pegawai negeri sipil dan yang lainnya 

No Nama Jabatan Tingkat 

Pendidikan 
1 Muhammdad Sarji Kepala desa SD 

2 Fathor Sekretaris desa SLTA 

3 Dilli Kaur Keuangan SLTA 

4 Ibnu Hajar Kasi Pemerintahan SLTA 

5 Halili. Kaur Perencanaan SLTA 

6 As’adi Kasi Kesra SLTA 

7 Manijar Kasi Pelayanan SLTA 

8 Mustajar Kasun Krajan SLTA 

9 Bais Kasun Andung SLTP 

10 Surokso Kasun Taman SLTA 

 

 

B. Penyelenggara Pemerintahan Desa 

1. Pengertian Pemerintahan Desa 

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat seperti negari, kampung, pekon, huta, bori dan 

marga. Pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa 

ditetapkan dalam peraturan Desa dengan mempertimbangkan luas 

wilayah, jumblah penduduk, sosial budaya, potensi dan lain-lain. 

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan 

kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan 

masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum 
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dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki 

wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat 

menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa 

bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan 

bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan 

oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar.54 

Desa dalam stuktur pemerintahan negara kita merupakan suatu 

pemerintahan yang terendah, berada langsung dibawah Kecamatan. 

Desa merupakan subsistem dalam penyenggaraan pemerintahan 

negara.55
 Karena posisi penyenggaraan Pemerintahan Desa berada di 

bagian yang langsung berbaur bersama masyarakat, maka di mata 

masyarakat aparatur pemerintahan Desa inilah yang langsung 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dianggap sebagai 

pelindung, panutan, dan penyelenggara ketentraman dan 

kesejahteraannya. Oleh karena itu sedikit saja ada tingkah laku dan 

perbuatan penyelenggaran pemerintahan Desa yang dipandang kurang 

pada tempatnya, akan timbul kegelisahan pada para anggota 

masyarakat
.56 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 

angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan 

                                                 
54

Khairudin Tahmid, Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bandar 

Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004) h 21 
55

Daeng Sudirwo, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, (Bandung, 

Angkasa, 1991) h 43 
56

 Khairudin Tahmid, Op.cit, h 20 
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pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan 

desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh 

pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan Nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyenggaraa pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 Undang-

Undang Desa penyenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: 

a. Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, 

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

b. Tertib penyenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi 

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggaraa pemerintahan desa; 

c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, 

danselektif; 

d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyenggaraan pemerintahan desa 

dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. Proposionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 
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antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa; 

f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

g. Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Efektifitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan 

yang diinginkan masyarakat desa. 

i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam 

penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan 

kepentingan umum57 

 

C. Fungsi Kepala Desa  

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah 

Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan 

nama lain. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan 

pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. 

                                                 
57

Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) h132-133 
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Pada Pasal 6 UU Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan tentang tugas dan fungsi 

Kepala Desa, yaitu Pasal 6 Berbunyi: 

a. Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Desa yang memimpin 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pembudayaan masyarakat. 

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagaiberikut: 

1) Menyelengarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah  

pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan  

penataan dan pengelolaan wilayah; 

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan; 

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; 

4)  Pemberdayaan masyakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, 

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 

taruna; 

5)  Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 
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a. Kepala Desa bertugas melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014 memiliki wewenang yaitu:58 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa 

Menetapkan peraturan desa 

4) Menetapkan APBDesa 

5) Membina kehidupan masyarakatdesa 

6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakatdesa 

7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

desa. 

8) Mengembangkan sumber pendapatandesa 

9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 

11) Memanfaatkan teknologi tepatguna 

12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

13) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk 

                                                 
58

 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
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kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

D. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau 

penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan dipedesaan. Untuk melaksanakan tugas-

tugas pembangunan tersebut diperlukan seorang pemimpin atau seorang 

kepala desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsinya sebagai 

Kepala Desa. 

Sehubungan dengan hal diatas di Desa Taman Kec. Sumbermalang 

Kab. Situbondo keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang ada 

diwilayahnya dilihat dari kemampuan kepala desa dalam menjalankan 

fungsinya sebagai Pelaksana Pembangunan didesa yang dipimpinnya.59 

Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan 

pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada 

penelitian ini di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo dimana perencanaan pembangunan yaitu seperti Perbaikan 

                                                 
59

Hasil Wawancara dengan Bapak Sabianto selaku Masyarakat Desa di Desa Taman Kec. 

Sumbermalang Kab. Situbondo, pada tanggal 01 Juli 2019 pukul15.15 WIB di Rumah kediaman 

BapakSabianto  
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Jalan, Pembangunan Gedung BUMDes, Perbaikan Masjid, belum 

terealisasi. 

Menurut Muhammad Sarji selaku kepala desa memberikan 

penjelasan mengenai perencanaan pembangunan desa: Pelaksanaan 

pembangunan dilakukan terlebih dahulu saya menjelaskan kepada 

masyarakat mengenai apa tujuan pelaksanaan pembangunan tersebut, 

kemudian saya melibatkan kelompok- kelompok masyarakat yang ada 

didesa dalam menyusun perencanaan dan dilakukan melalui musyawarah 

dengan tujuan memperoleh saran-saran, ide-ide agar pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.60 

Kemampuan dalam merencanakan pembangunan desa sebaiknya 

kepala desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menjelaskan 

tujuan dari pembangunan tersebut, kemudian barulah menentukan 

langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya saran, 

ide-ide, dan tanggapan masyrakat dirumuskan dalam perencanaan 

pembangunan desa. 

Menurut Agus Bawana selaku ketua BPD mengatakan: Saya 

selaku ktua BPD saya merasa sudah menjalankan fingsinya dengan 

benar, saya menyepakati rancangan pembangunan yang sudah disusun 

oleh Kepala Desa dan saya juga sudah menyalurkan apa yang menjadi 

keluh kesah masyarakat. Tetapi, Kepala desa memang menjelaskan 

                                                 
60

Hasil Wawancara dengan Muhammad Sarji selaku Kepala Desa Taman Kec. Sumbermalang 

Kab.Situbondo, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 20.31 WIB 
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tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepakepala desa juga tidak 

transparansi dalam biaya pelaksanaan pembangunan desa. Seharusnya 

kepala desa itu membuat langkah-langkah misalnya, dalam hal 

pengerjaan apa yang semestinya didahulukan, dalam pengadaan bahan, 

kapan bahan tersebut harus sampai dilokasi pembangunan, kemudian 

peralatan apa yang perlu disediakan.61 

Wawancara diatas menjelaskan fungsi kepala desa hanya  mampu 

melaksanakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan 

pembangunan, akan tetapi kepala desa tidak menentukan langkah-

langkah apa yang mesti dikerjakan oleh masyarakat dan aparat desa. 

Sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pembangunan yang telah direncanakan. Maka dapat disimpulkan dari 

hasil penelitian pada desa Taman kepala desa cukup mampu dalam 

merencanakan pembangunan desa, tetapi belum bisa transparansi dan 

merealisasikan pembangunan desa. 

Kepala desa merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan 

dan pengarahan aparat desa dan masyarakat untuk selalu berkerjasama 

dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Menurut Fathor selaku sekertaris desa mengatakan: Sebelum 

melaksanakan pembangunan desa kepala desa selalu memberikan 

pengarahan-pengarahan tentang apa yang akan dikerjakan terutama kepada 

                                                 
61

Hasil Wawancara dengan Agus Bawana selaku Kepala BPD Desa Taman Kec. Sumbermalang 

Kab.Situbondo, pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB. 
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aparat desa dan kepala urusan pembangunan, kemudian aparat desa 

diperintahkan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan pembangunan desa berupa sumbangan uang, tenaga, dan pikiran.
62

 

Untuk memotivasi masyarakat dalam pembangunan kepala desa harus 

memberikan pengarahan kepada bawahan dan aparat desa mengenai apa 

yang mestinya dikerjakan. Melalui aparat desalah nantinya bisa menjelaskan 

dan mengajak masyrakat agar mau berpartisifasi dalam pembangunan. 

Menurut Suwito selaku kepala dusun mengatakan : Kepala desa tidak 

memimpin langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentu tidak 

bisa memberikan motivasi dan semangat gotong-royong terutama bagi 

masyarakat untuk selalu berkerjasama dengan aparat desa dan kelompok 

masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan 

sebelumnya.63 

Seharusnya kepala desa dilokasi pembangunan sangat berarti bagi 

pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dengan kepala desa datang 

langsungkelokasi pembangunan bisa memberikan semangat dan motivasi 

kepada masyarakat dan aparat desa bahkan bisa memonitor keadaan 

pelaksanaan pembangunan tersebut. 

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa Taman kepala desa 

tidak mampu dalam menggerakan aparat desa dan masyarakat untuk selalu 

                                                 
62

Hasil Wawancara dengan Fathor selaku Sekretaris Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. 

Situbondo, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 09.45 WIB. 
63

Hasil Wawancara dengan Mustajar selaku Kepala Dusun Krajan Desa Taman Kec. 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo, pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB. 
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berkerjasama dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kepala desa kurang 

bisa mengendalikan masyarakat atau megajak masyarakat untuk ikut serta 

dalam perencanaan pembangunan. 

Kepala desa dituntut mampu dalam mengambil keputusan dengan 

memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-

kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannya tersebut. 

Menurut Saiful Haq, salah satu masyarakat desa mengatakan : 

Keputusan yang diambil kepala desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi dalam pembangunan desa tidak berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan, usulan dan saran dari masyarakat dalam musyawarah desa, 

keputusan yang diambil ditetapkan oleh kepala desa itu sendiri tanpa 

sepengetahuan masyarakat desa Taman.64 

Kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan kebijakan yang 

mesti diambil oleh kepala desa. Keputusan dan kebijakan kepala desa 

haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang 

dihasilkan melalui musyawarah desa. Sehingga keputusan yang diambil tidak 

bertentangan dengan kepentingan masyrakat dan masyarakat merasa 

tersalurkan aspirasinya. 

Maka dari kesimpulan hasil penelitian pada desa Taman kepala desa 

tidak mampu dalam mengambil dan menyampaikan keputusan dalam proses 

                                                 
64

Hasil Wawancara dengan Karman selaku Masyarakat Desa Haduyang Kec. Natar Kab. 

Lampung Selatan, pada tanggal 01 Juli 2018 pukul 08:30 WIB. 
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penyelenggaraan pembangunan dan kepala desa kurang memiliki ketegasan 

dengan keputusan yang disampaikan sebelumnya. 

Kepala desa dituntut untuk mampu menyampaikan rancangan dan 

arahan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa 

(melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa 

dalam pembangunan) mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-

alternatif terbaik bagi   masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa 

serta tegas dengan keputusannya tersebut.  

Menurut Ummi Haeni, salah satu masyarakat desa mengatakan: 

Dalamhal mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan kepala desa 

terlebih dahulu membicarakannya dalam musyawarah desa. Kemudian 

membentuk kelompok-kelompok unit kerja dan pembagian tugas terhadap 

aparat desa, dan masyarakat desa yang meliputi, pengadaan bahan dan 

peralatan, serta pengerjaan bangunan dan sebagainya.65 

Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila kepala desa dan 

BPD mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk 

kelompok- kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, tokoh masyarakat 

dan masyarakat desa. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa 

selalu kerjasama dan saling bertanggung jawab antara kepala desa dengan 

masyarakat desa. 

                                                 
65

Hasil Wawancara dengan Ummi Haeni selaku Masyarakat Desa Taman Kec. Sumbermalang 

Kab.Situbondo, pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB. 
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Kepala desa dan BPD dituntut memiliki kemampuan dalam mengawasi 

aktivitas-aktivitas pembangunan desa. Sehubungan dengan hal tersebut 

diatas kepala desa harus mengawasi dan memonitor aktivitas-aktivitas 

penyelenggaraan pembangunan desa dan apabila terjadi penyimpangan BPD 

segera menegur kepala desa sehingga tidak terjadi penyimpangan- 

penyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dilokasi 

pembangunan. 

Menurut Suprapto, salah satu masyarakat desa mengatakan : Kepala 

desa dalam hal pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan jarang 

memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dan kepala desa 

kurang tanggap atau teliti dengan penyimpangan yang terjadi dilokasi 

pembangunan dan tidak memberikan sangsi yang tegas terhadap masyarakat 

atau aparat desa yang melakukan penyimpangan.
66

 

Hal ini dibenarkan oleh To, salah satu masyarakat desa mengatakan : 

Kepala desa kurang tanggap atau tidak peduli dengan adanya penyimpangan 

yang terjadi dilokasi pembangunan. Penyimpangan yang terjadi menurut 

sepengetahuan kami berupa : pengurangan bahan material, pengurangan jam 

kerja, kurang disiplin dalam menjaga keselamatan kerja. Akan tetapi kepala 

desatidak segera memperbaiki penyimpangan tersebut sehingga 

pembangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.67 

                                                 
66

Hasil Wawancara dengan Suprapto selaku Masyarakat Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. 
Situbondo, pada tanggal 25 Agustus 2019  pukul 08.55 WIB. 
67

 Hasil Wawancara dengan To selaku Masyarakat Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. 

Situbondo, pada tanggal 25 Agustus 2019  pukul 18.55 WIB. 
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Mengawasi aktivitas-aktivitas pembangunan desa perlu dilakukan 

kepala desa karena disanalah sumber permasalahan pembangunan desa 

terjadiDimana sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan 

kecurangan, seperti:pengurangan bahan, pengurangan jam kerja atau 

mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya. Hal ini perlu 

dilakukan perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa, agar proses 

penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI DESA TAMAN 

KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO MENURUT 

HUKUM ISLAM DAN UU. NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 

 

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Taman Kec. 

Sumbermalang Kab. Situbondo 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di dalam 

pelaksanaan peraturan desa, Kepala Desa memiliki tugas untuk 

merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Selain itu juga berkewajiban 

untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Serta melaksanakan 

kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa. 

PelaksanaanPeraturan Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan 

pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai 

peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dilakukan Kepala Desa di Desa 

Taman Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo sejauh ini belum menunjukan 

kemajuan dalam hal segi pemenuhan kemakmuran masyarakat Desa 

Taman Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo. Dalam hal ini pemerintah 

Desa Taman telah merencanakan pembangunan fisik Desa berupa: 

1. Perbaikan Jalan 

2. Pembangunan Gedung BUMdes 

3. Perbaikan Balai Desa 
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Dari ketiga program pembangunan di Desa Taman, hanya satu 

program pembangunan yang terlaksanakan, merurut hasil penelitian yang 

dilakukan bahwa terhambatnya tiga program pembangunan ini 

dikarenakan kurangnya keikutsertaan Kepala Desa dalam pelaksanaan 

pembangunan, Kepala Desa hanya memberikan penjelasan mengenai 

perencanaan tanpa merealisasikannya. 

Adapun Hambatan kepala desa sebagai pelaksana pembangunan 

disetiap penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui 

dari hasil peneltian adalah: 

a. Masyarakat sebagian kecil kurang aktif dalam musyawarah 

dalam perencanaan pembangunan. 

b. Sulitnya menetukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. 

 

2. Kemampuan dalam memberikan pengarahan kepada 

bawahanatau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah: 

a. Sebagian   masyarakat   desa   sulit  untuk  dikumpulkan untuk 

diberi pengarahan mengenai pelaksanaanpembangunan. 

b. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyerap pengarahan 

yang disampaikan kepaladesa. 

c. Masyarakat haya mau berpartisifasi apabila diberi upah ataugaji. 

 

3. Kemampuan dalam mengambil keputusan dalam proses 

penyelenggaraan pembangunan adalah: 

a. Dalam mengambil keputusan sering hanya dihadiri oleh aparat 
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desa dan tokoh masyarakat saja sedangkan masyarakat hanya 

terkadang saja hadir. 

b. Dalam mengambil keputusan kepala desa sering dihadapkan pada 

pertentangan antara kelompok masyarakat dan masyarakat 

banyak. 

4. Kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan 

desa adalah: 

a. Kurangnya kemampuan kepala desa untuk mengkoordinir tugas-

tugas penyelenggaraan pembangunan. 

b. Kurang jelasnya pembagian tugas antara aparat desa dengan 

masyarakat desa. 

5. Kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses 

penyelenggaraan pembangunan desa adalah: 

a. Kurang keterbukaan atas informasi kepada masyarakat  

tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kepala 

desa. 

b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena 

jarang datang kelokasi pembangunan. 

c. Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam 

penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi 

dilokasi pembangunan. 

d. Keterlambatan bahan material dikarenakan cuaca yang  

kurang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan. 
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Berdasarkan penelitian lapangan yang sudah penulis lakukan di 

pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa 

dalam pelaksanaan pembangunan bahwa segala tindakan masyarakat 

sudah menujukan ingin ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan 

namun kegiatan pembangunan belum maksimal, hal ini disebabkan oleh 

kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dengan ketua 

BPD dan masyarakat. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala 

Desa di Desa Taman Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo 

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi 

pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam 

tinjauan Hukum Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta 

Ulil Amri yaitu pemimpin sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2.  

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan 

yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam 

mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan 

Hukum Islam. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu 

seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka 

kepala Desa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk 

melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan 

dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggung jawabkan di 

akhirat kelak. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah dalam Al-qur’an surat 

Al-anfal ayat 27: 

 ٢ -مْ وَاَوْتُمْ تَعْلَمُىْنَ ذِيْهَ ا مَىُىْا لَا تَخُىْوُىا اللّ هَ وَالرَّسُىْلَ وَتَخُىْوُىْٰٓا اَم ى تِكُي ٰٓاَيُّهَا الَّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.68 

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna 

melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak 

(atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud 

tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. 

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi 

rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. 

Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat 

yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya 

sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, 

merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur‟ an sehingga sepatutnya 

diteladani. 

 

 

 

                                                 
68

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya 

Toba Putra Semarang,1971), Qs. Al-Anfal ayat 27. 
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Dengan demikian menurut peneliti fungsi kepala desadalam 

menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Fiqh Siyasah, dalam hal ini Kepala Desa kurang 

melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dengan 

demikian sikap Kepala DesaTaman kurang menerapkan sikap bertanggung 

jawab dan amanah. Seharusnya Kepala Desa dapat mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewewenangan 

yang dapat merugikan masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa Fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah 

sesuai dengan Undang-Undang Desa hanya saja terdapat beberapa 

praktik yang belum maksimal yaitu dalam mengoordinasikan rancangan 

pembangunan dan penyampaian informasi tentang pembangunan Desa 

secara partisipatif. 

2. Bahwa dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap fungsi Kepala Desa dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa yang secara syariah sudah  

optimal hanya saja belum amanah dalam bertanggung jawab 

melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal 

tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum 

terlaksanakan. Kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat 

serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan dalam 

pembangunan desa. 
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B. Saran 

Dari Kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diajukan: 

 

1. Kepada Kepala Desa diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi 

pembangun-pembangunan tidak hanya merencanakan tetapi juga harus 

diwujudkan. Kepala Desa diharapkan untuk ikutserta dan berperan aktif 

dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan 

yang optimal dan tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera. 

2. Kepada Pemerintah Desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang 

kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan 

oleh pemerintah desa. Agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun 

oleh desanya. 

3. Kepada Masyarakat diharapkan agar bisa memberikan masukan atau 

saran dan menegur jika Kepala Desa dalam melaksanakan amanah yang 

diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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